BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA TERTINGGI BARANG DAN JASA

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BUPATI BOGOR,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

. 1.

dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penetapan Standar
Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bogor;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

5.Undang-Undang .......



Menetapkan :
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
96);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
TERTINGGI BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR.

Pasal 1

Menetapkan standar harga tertinggi barang dan jasa
Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga barang dan jasa untuk proses pengadaan barang/jasa
mengacu kepada harga satuan yang berlaku pada saat
pekerjaan dan/atau pengadaan dilaksanakan dengan tidak
melampaui harga dan pedoman yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat kenaikan harga,
maka penetapan harga disesuaikan dengan hasil survei harga
umum yang berlaku.

Pasal 4.......
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Pasal 4

Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa
terdapat jenis barang/jasa yang tercantum dalam katalog
elektronik (E-Catalogue), maka wajib mengacu pada harga
katalog elektronik (E-Catalogue) dan proses pengadaannya
melalui E-Purchasing, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penetapan
Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR



NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor

Dari : Sekretaris Daerah

Nomor : /Nota/Per-UU/ /2018

Tanggal : 2018

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang

Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Penetapan
Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya naskah Peraturan Bupati ini adalah
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu dilakukan penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Ibu berkenan naskah Peraturan Bupati terlampir

dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196009041989031005




